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ABSTRAK 
 
KIKI FATMALASARI ( B 111 09 425 ), Tinjauan Yuridis mengenai 
Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus 
Putusan: No.161/Pid.B/2012/PN.Watampone)dibimbing oleh Bapak 
Aswanto dan Bapak Kaisar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi 
pertimbangan hukum hakim terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan 
yang dilakukan oleh anak dan penerapan sanksi pidana terhadap kasus 
tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dalam perkara 
putusan No. 161/Pid.B/2012/PN.Watampone. 
Penelitian ini dilaksanakan di Bone tepatnya di Pengadilan Negeri 
Watampone. Data diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hukum 
hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan oleh anak 
dalam Putusan No.161/Pid.B/2012/PN. WTP telah sesuai dengan 
ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan UUPA, di mana dengan 
pertimbangan yuridis dan nonyuridis maka hakim menjatuhkan pidana 
penjara yang tidak melanggar ketentuan UUPA yakni tindak pidana 
pemerkosaan menurut KUHP dikenakan sanksi maksimal 12 tahun 
penjara yang berarti dalam kasus anak menurut UUPA separuh dari 
maksimal ketentuan KUHP yakni maksimal 6 tahun, dan hakim 
menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dengan mempertimbangkan 
pula hal-hal diperberat dan diperingannya pidana. (2) penerepan atau 
wujud pemidanaan terhadap tindak pidana pemerkosaan yang  dilakukan 
oleh anak dalam putusan No.161/Pid.B/2012/PN.WTP sudah tepat, 
karena sudah sesuai dengan ketentuan tentang pemidanaan anak yang 
didasarkan pada UUPA yakni penjatuhan pidana tidak melebihi separuh 
dari pidana yang diancamkan oleh Pasal 285 KUHP. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga 
setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas 
hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma 
yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan 
manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku 
manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak 
dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. 
Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda. 
Berdasarkan informasi berbagai mass media, baik media cetak 
maupun elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan 
adanya kecenderungan untuk terus meningkat. Berbagai usaha untuk 
menghapuskan kejahatan ini telah dicoba oleh negara-negara di dunia, 
namun demikian usaha tersebut sampai saat ini baru berhasil mengurangi 
intensitas dan kualitasnya saja. 
Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam 
kehidupan masyarakat ialah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti 
pencabulan, perzinahan, pemerkosaan dan lain-lain yang sangat 
meresahkan serta merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum 
perempuan. Ironisnya kejahatan kesusilaan ini dilakukan oleh anak yang 
merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak. Anak 
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merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis 
yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan 
dari Tuhan yang di berikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi 
sebagai penerus bangsa (Undang-Undang N0 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak), Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam 
rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 
sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Berdasarkan fenomena 
yang terjadi diakhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang 
berada dalam berita-berita di mass media dan televisi di Indonesia 
perilaku anak banyak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, 
seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar 
dan lain-lain, sehingga anak anak berhadapan dengan proses hukum 
yang disamakan dengan orang dewasa. 
Perilaku anak tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai 
kenakalan biasa, tidak jarang perbuatan mereka tidak sesuai dengan 
norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang 
telah disepakati yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan 
ketentraman kehidupan manusia. 
Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat 
dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu 
kejahatan yang dapat diancam pidana. Perilaku anak yang menyimpang 
bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam. Perilaku yang 
menunjukan dekadensi moral manusia telah mereka lakukan. Perilaku 
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menyimpang anak yang sering terjadi adalah penggunaan obat-obatan 
terlarang dan tindak kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu 
bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga 
perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual 
ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran 
atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan 
jenis dapat saling berkomunikasi, Namun juga dapat terjadi di lingkungan 
keluarga. 
Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kecenderungan makin 
maraknya tindak  pidana pemerkosaan yang tidak hanya  menimpa 
perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur dan 
dilakukan oleh anak. 
Hubungan antara orang tua dengan anak merupakan suatu 
hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental 
sepiritualnya, mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam 
menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak nakal diusahakan agar 
anak jangan dipisahkan dari orang tuanya. Mengingat pada Pasal 67 
bahwa berlakunya undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan 
anak maka Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
dinyatakan tidak berlaku,  jadi pembedaan perlakuan dan ancaman yang 
diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat 
menyongsong massa depannya yang masih panjang. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk 
mengkaji tentang pemenuhan hak-hak anak yang termuat dalam putusan 
perkara No.161/PID.B/2012/PN.WATAMPONE yang diwujudkan dalam 
bentuk penelitian dengan judul: Tinjauan Yuridis mengenai Tindak Pidana 
Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak (studi kasus putusan perkara No. 
161/PID.B/2012/PN.WATAMPONE). 
 
B. Rumusan Masalah 
Agar masalah yang akan diteliti oleh penulis mempunyai penafsiran 
yang jelas, maka perlu dirumuskan secara sistematis kedalam suatu 
rumusan masalah, dengan dapat dipecahkan secara sistematis dan dapat 
memberikan gambaran yang jelas. 
Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana 
pemerkosaan Yang dilakukan oleh anak dalam putusan perkara 
pidana NO.161/Pid.B/2012/PN.Watampone? 
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap kasus tindak 
pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dalam putusa 
perkara pidana NO.161/Pid.B/2012/PN.Watampone? 
C. Tujuan Penelitian 
Sudah dapat dipastikan bahwa setiap usaha maupun kegiatan 
mempunyai tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan akan dapat 
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memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan 
dilaksanakan : 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kasus tindak 
pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak. 
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus tindak 
pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak. 
D.  Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya 
hukum pidana. 
2. Manfaat praktis 
Untuk memberi gambaran secara jelas tentang hal-hal yang 
menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara 
No.161/Pid.B/2012/PN.WATAMPONE. Tentang tindak pidana 
pemerkosaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Pengadilan 
Negeri Watampone, serta dapat mengetahui bagaimanakah 
penerapan ketentuan pidana. 
 
 
 
 
 
 
6 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Kata “Tindak pidana” yang dipergunakan para ahli hukum 
pidana di Indonesia adalah bermacam-macam antara lain tindak 
pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal, 
dan tindak pidana. Dari berbagai pengertian tersebut ada beberapa 
ahli hukum pidana yang merumuskan pengertian yang bervariasi 
terhadap pengertian tindak pidana tersebut, 
Andi Hamzah (1994:87) mengemukakan bahwa : 
Andi Zainal Abidin Farid mengusulkan pemakaian istilah 
“Perbuatan Kriminal”,karena “perbuatan pidana” yang 
dipakai oleh Moeljatno itu kurang tepat, karena dua kata 
benda bersambungan yaitu “perbuatan”, dan “pidana”, 
sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. 
 
Andi Hamzah (1994:88) menjelaskan bahwa “Istilah tindak 
pidana menurut para pakar, tidak membedakannya dengan kata 
“tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin “delictum” atau 
“delicta”, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah 
“strafbaarfeit”, terdiri dari “straf” berarti hukum, “baar” berarti dapat 
atau boleh dan “fait” berarti peristiwa, oleh para ahli hukum pidana 
digunakan dalam berbagai istilah dengan sudut pandang masing-
masing. 
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P.A.F.Lamintang (1997:181) menguraikan beberapa 
pengertian Straftbaarfeit dari para ahli yakni : 
a. Pompe : Suatu pelanggaran norma terhadap hukum 
yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku 
tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 
kepentingan umum. 
b. Vos : “Suatu perbuatan manusia yang oleh undang-
undang (selanjutnya disingkat uu) diancam dengan 
hukuman.” 
c. Roeslan Saleh : Perbuatan yang oleh aturan hukum 
pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang 
dinamakan perbuatan pidana juga disebut dengan tindak 
pidana. Menurut wujud aslinya atau sifatnya, perbuatan 
pidana adalah perbuatan -perbuatan yang melawan 
hukum, dan juga merugikan masyarakat dalam arti 
bertentangan dengan atau menghambat akan 
terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang 
diangap adil dan baik. 
d. R.Tresan  :“Peristiwa pidana adalah suatu rangkaian 
peristiwa atau rangkaian perbuatan-perbuatan manusia 
yang bertentangan dengan Undang-Undang atau 
perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan diadakan 
tindakan penghukuman.” 
 
2. Unsur –unsur Tindak Pidana 
Jika diteliti peraturan perundang-undangan pidana Indonesia 
seperti KUHPidana dan peraturan di bidang hukum pidana, tidak 
ditemukan pengertian tindak pidana.Tiap-tiap pasal uu tersebut 
hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dan 
bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi tindak pidana.Secara 
umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang 
tercela yang pembuatnya dapat dipidana. 
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Andi Zainal Abidin Farid (1995:220) berpendapat bahwa: 
Disebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur 
pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa 
unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut 
umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan 
negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut 
secara expressis verbis (tegas) di dalam undang-undang itu 
saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana.Ada unsur-
unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam 
undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya 
unsur melawan hukum yang materil dan yang tidak disebut 
dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam 
yang tidak perIu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan 
tidak perlu dibuktikan. 
 
Unsur diam-diam perIu diterima sebagai asumsi, bahwa 
pembuatnya (dan penasehat hukum) dapat membuktikan ketiadaan 
unsur-unsur itu, misalnya seorang dukun menyunat di sebuah 
kampung yang tidak mempunyai puskesmas yang diadili karena 
menyunat orang tanpa izin praktik, dituntut karena menganiaya. 
Perbuatan dapat dibuktikan akan tetapi tidak melawan hukum 
materiil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena 
itu perbuatannya dirasakan tidak tercela. 
Dalam hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana, 
Andi Zainal Abidin Farid (1995:221) berpendapat bahwa 
walaupun unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda, namun pada 
umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu: 
a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif; 
b. Akibat (khusus tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan 
secara materil); 
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c. MeIawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas 
dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan; 
d. Tidak adanya dasar pembenar. 
Rusli Effendy, (1986:47) yang memakai istilah perbuatan 
pidana dalam menerjemahkan strafbaarfeit, merumuskan 
perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 
pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dengan 
unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Perbuatan dilarang 
b. Diancam pidana 
c. Melanggar larangan. 
Dengan demikian, unsur perbuatan harus dipisahkan 
dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. 
Menurut Tongat (2009:105), menjelaskan bahwa terjadinya 
tindak pidana harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut : 
a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun negatif (tidak berbuat). 
Dengan handeling dimaksudkan tidak saja perbuatan akan 
tetapi melalaikan atau tidak berbuat, seseorang yang tidak 
berbuat atau  melalaikan dapat dikatakan bertanggungjawab 
atas perbuatan  pidana. Dalam hukum pidana, kewajiban 
hukum  atau keharusan  hukum bagi  seseorang untuk berbuat  
10 
 
dapat dirinci dalam tiga hal : 
1) Undang-undang (de wet) 
Undang-undang mengharuskan seseorang untuk berbuat, 
maka undang-undang merupakan sumber kewajiban hukum. 
2) Dari jabatan 
Keharusan yang melekat pada jabatan 
3) Dari perjanjian 
Keharusan dalam melaksanakan perjanjian. 
b. Diancam pidana. 
c. Melawan hukum 
d. Dilakukan dengan kesalahan 
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 
f. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan 
3. Pidana dan Pemidanaan 
Sanksi pidana merupakan reaksi dari akibat dan 
konsekuensi pelanggaran dari suatu perbuatan melawan hukum. 
Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang 
mentaati norma-norma yang berlaku.Sanksi juga berfungsi sebagai 
alat penderitaan agar menimbulkan efek jera bagi si pelaku. 
Kalangan hukum lazimnya  beranggapan  bahwa  hukuman 
merupakan penderitaan,  sedangkan   imbalan   merupakan   suatu 
kenikmatan sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta merta 
akan mengikutinya. 
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Para pakar memberikan  pandangan  berbeda-beda   dalam 
suatu definisi tentang sanksi. Pengertian sanksi oleh para pakar 
antara lain sebagai berikut (Hambali, 2005:23): 
a. Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana adalah semua 
reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah 
ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan 
tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada 
penjatuhan vonis oleh hakim. 
b. Poernomo, sanksi mengandung inti berupa suatu 
ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas 
agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan 
undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas 
pelanggaran norma. 
c. Utrecht, sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu 
perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang 
dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. 
d. Arrasyid, sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum 
yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat 
memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan 
perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap 
tatanan lainnya. 
e. Sudikno, pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk 
memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang 
telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah 
dalam keadaan semula. 
f. Kanter dan Sianturi, sanksi pada umumnya adalah alat 
pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang 
berlaku. 
g. Hambali Thalib, sanksi hukum dalam arti sanksi negatif 
yang unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai reaksi 
terhadap akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran 
atau penyimpangan kaidah sosial, baik kaidah hukum 
maupun kaidah sosial nonhukum, dan merupakan 
kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial 
tertentu. 
 
4. Tujuan Pemidanaan 
Dalam memberikan efek jera kepada seorang pelaku 
kejahatan sebagai konsekuensi dari perbuatannya maka hukum 
pidana dapat dikatakan sebagai jalan terakhir yaitu apabila upaya 
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hukum lain selain hokum pidana  dianggap tidak mampu dalam 
memberikan atau menyelenggarakan tata tertib dalam pergaulan 
masyarakat. (Waluyadi,2003:30) berpendapat: 
hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai crimum 
meridium, yaitu ebagai upaya antisipatif preventif agar 
manusia mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila ia 
memperkosa atau melanggar hak-hak orang lain (baik 
nyawa atau harta) dengan jalan memperkenalkan hukum 
pidana sedini mungkin. 
 
Secara khusus tujuan hukum pidana adalah sebagai upaya 
pencegahan untuk tidak dilakukannya delik atau mencegah 
kejahatan, dengan jalan melindungi segenap kepentingan dari pada 
subyek hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 
Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi 
dengan oenderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak 
mengenakkan secara tegas kepada pihak-pihak yang telah terbukti 
melanggar hukum. 
Tujuan dasar dari adanya pidana bagi seseorang yang telah 
melanggar norma-norma hukum pidana adalah dengan 
pertimbangan untuk membalas si pelaku delik. 
Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang 
membenarkan adanya penjatuhan hukuman (sanksi).Di antaranya 
teori absolut dan teori relatif (Leden Marpaung, 2005:4). 
a. Teori absolut. 
Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan 
terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang 
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mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota 
masyarakat. 
b. Teori relatif. 
Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut: 
1) Menjerakan 
Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau 
terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi 
perbuatannya (speciale preventie) serta masyarakat umum 
mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana 
dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang 
serupa (generate preventive). 
2) Memperbaiki pribadi terpidana 
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan 
selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal 
sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan 
kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan 
berguna. 
5. Jenis-Jenis Pidana 
Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) 
sesuai Pasal 10, sanksi pidana terdiri dari: 
a. Pidana pokok, antara lain: 
1) Pidana mati 
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati  
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termasuk urutan pertama jenis dari pidana pokok yang 
dalam prakteknya undang-undang masih memberikan 
alternatif dengan hukuman seumur hidup atau penjara 
selama-lamanya dua puluh tahun (lihat Pasal 340 KUHP). 
Menurut (Waluyadi,2003:179) di dalam Pasal 2 
sampai Pasal 16 Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964, 
secara garis besar memuat tata cara tentang pelaksanaan 
hukuman mati. Di antara ketentuan yang terpenting adalah : 
b) Dalam waktu tiga puluh hari, sebelum pelaksanaan 
hukuman mati,wajibdiberitahukan kepada terdakwa 
tentang pelaksanaannya hukuman mati tersebut, oleh 
pihak yang diberi kewenangan untuk itu (Jaksa Tinggi 
atau Jaksa). 
c) Bagi terdakwa yang kebetulan wanita, dalam keadaan 
hamil, maka pelaksanaan hukuman mati harus ditunda 
sampai lahirnya bayi yang dikandungnya. 
d) Tempat dilaksanakannya hukuman mati ditentukan oleh 
Menteri Kehakiman, yang biasanya akan ditentukan 
menurut wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana 
terdakwa tersebut dijatuhi pidana mati oleh hakim. 
e) Pelaksanaan hukuman mati, dilaksanakan oleh regu 
tembak yang dipimpin oleh Polisi yang perwira. 
f) Kepala Polisi  di wilayah  hokum  yang  bersangkutan 
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 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukuman mati, 
setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi atau Jaksa. 
g) Pelaksanaan hukuman mati tidak diperbolehkan di depan 
umum. 
h) Setelah selesai pelaksanaan hukuman mati (ditembak) 
maka jenazah diserahkan kepada keluarganya. 
i) Sebelum pelaksanaan hukuman mati (sebelum ditembak) 
dalam waktu tiga hari (tiga kali dua puluh empat jam) 
pihak yang berwenang (Jaksa Tinggi atau Jaksa) harus 
memberitahukan kepada terdakwa untuk menyampaikan 
kata-kata atau pesan terakhir kepada seseorang yang 
dianggap penting dan perlu oleh terdakwa. 
j) Setelah pelaksanaan hukuman mati, maka Jaksa atau 
Jaksa Tinggi tersebut harus membuat berita acara tentang 
pelaksanaan hukuman mati tersebut yang kemudian 
diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan 
yang kemudian harus dicantumkan dalam surat 
keputusan. 
k) Kepala Polisi di daerah yang bersangkutan atau yang 
ditunjuk (perwira polisi) harus menghadiri pelaksanaan 
hukuman mati, sementara bagi penasihat hukumnya 
dapat menghadiri pelaksanaan hukuman mati tersebut 
apabila ia menghendaki atau atas permintaan terpidana. 
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Berdasarkan Pasal 67, Pasal 244, dan Pasal 263 
KUHAP, terhadap putusan (hukuman) mati dapat dimintakan 
banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Di samping 
upaya hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang No.3 
Tahun 1950 tentang grasi, terhadap pidana mati 
diperbolehkan mengajukan grasi kepada Presiden. 
2) Pidana penjara 
Pada prinsipnya hukuman penjara ini, baik untuk 
seumur hidup maupun penjara untuk sementara waktu, 
merupakan alternatif dari pidana mati. (Lamintang,1988:69) 
mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hukuman 
penjara adalah : 
suatu pidana berupa pembatasan kebebasan 
bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan 
dengan menutup orangtersebutdidalam sebuah 
Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan 
orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib 
yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peraturan 
tersebut. 
 
Perihal mengenai hukuman penjara telah diatur dalam Pasal 
12 KUHP, yang mengatur: 
a) Pidana penjara seumur hidup atau sementara 
(1) Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-
kurangnya satu hah dan selama-lamanya lima belas 
tahun berturut-turut. 
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(2) Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-
lamanya dua puluh tahun berturut-turut dalam hal 
kejahatan dengan pidana yang menurut pilihan hakim 
sendiri boleh dipidana dengan pidana mati, atau 
pidana penjara seumur hidup dan penjara sementara 
dan dalam hal masa lima belas tahun itu dilampaui, 
sebab pidana ditambah, karena ada gabungan 
kejahatan atau karena berulang melakukan kejahatan 
atau karena ketentuan Pasal 52. 
(3) Lamanya pidana itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 
dua puluh tahun. 
Jika berpedoman pada Pasal 12 KUHP tersebut, 
maka seseorang dapat dipidana sehubungan dengan 
kejahatan yang telah dilakukannya berkisar antara satu hari 
sampai dengan dua puluh tahun.Satu hari menurut hukum 
adalah serentetan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam 
dan satu bulan berarti 30 (tiga puluh) hari (Pasal 97 KUHP). 
3) Pidana kurungan 
Perihal mengenai hukuman kurungan ini telah diatur 
dalam Pasal 18 KUHP, yang mengatur: 
a) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari 
dan selama-lamanya satu tahun. 
b) Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun 
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empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, 
sebab ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena 
berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan 
Pasal 52. 
c) Pidana kurungan tidak boleh lebih lama dari satu tahun 
empat bulan. 
Hukuman kurungan ialah hukuman yang dijatuhkan di 
dalam penjara, sama halnya dengan hukuman penjara. 
Namun terdapat beberapa perbedaan yang 
membedakannya dengan hukuman penjara, antara lain : 
a) Hukuman penjara dapat dijalankan di dalam penjara 
mana saja, sedangkan hukuman kurungan dijalankan di 
daerah di mana terhukum bertempat tinggal waktu 
hukuman itu dijatuhkan. 
b) Orang yang dipidana hukuman kurungan, pekerjaannya 
lebih ringan daripada orang yang dipidana hukuman 
penjara. 
c) Orang yang dipidana dengan pidana kurungan dapat 
memperbaiki  nasibnya dengan biaya sendiri menurut 
peraturan yang akan ditetapkan dalam perundang-
undangan (Pasai 23 KUHP). 
d) Masa waktu terpendek secara umum bagi hukuman 
kurungan adalah satu hari dan selama-lamanya satu 
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tahun, dan dapat ditambah menjadi satu tahun empat 
bulan dalam hal gabungan delik, berulangkali melakukan 
delik, dan bilamana waktu melakukan delik tersebut 
menyertakan bendera Republik Indonesia, maka 
ditambah sepertiganya (Pasal 52 KUHP). 
4) Pidana Denda 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) bahwa hukuman denda yang merupakan urutan 
keempat dari pidana pokok, tidak selalu berdiri sendiri.Akan 
tetapi merupakan alternatif dari pidana penjara, pidana 
kurungan dan juga pelanggaran lalu iintas (untuk 
pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang No. 
14 Tahun 1992). 
(Waluyadi, 2003:202) mengatakan, menurut KUHP 
maupun di dalam undang-undang yang lainnya, dapat 
disimpulkan bahwa hukuman denda mengalami posisi 
sebagai berikut: 
a) Hukuman denda itu merupakan hukuman utama 
dengan tidak memberikan jenis pidana lain untuk 
mengganti pidana denda. 
b) Hukuman denda merupakan hukuman alternatif, 
sementara pidana utamanya adalah pidana 
kurungan. 
c) Pidana denda juga merupakan jenis pidana 
alternatif dari pidana penjara. 
d) Hukuman denda itu merupakan pidana utama, 
sementara oidana kurungan sebagai alternatif. 
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e) Denda itu dijatuhkan berbarengan dengan pidana 
penjara. 
f) Pidana denda yang dijatuhkan bersama dengan 
pidana kurungan, sesuai daiam Pasal 406, Pasal 
489, Pasal 529, dan Pasal 532 KUHP. 
g) Mengenai penjatuhan hukuman denda yang 
terpisah dan atau disatukan dengan jenis 
hukuman yang lainnya dapat dilihat dalam 
Undang-Undang No.1 Tahun 1971 tentang Delik 
Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No,31 Tahun 1999. 
 
b. Pidana tambahan, antara lain : 
1) Pencabutan beberapa hak tertentu 
Hal-hal yang menyangkut pidana tambahan berupa 
pencabutan beberapa hak tertentu, di dalam KUHP telah 
diatur aalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 
KUHP. 
Pencabutan tentang beberapa hak tertentu yang 
tertuang dalam Pasal 10 KUHP penjatuhannya oleh hakim 
tidak dapat dijatuhkan secara terpisah (tidak dapat 
dipisahkan) dengan penjatuhan pidana pokok.Artinya, 
apabiia hakim hendak menjatuhkan pidana berupa 
pencabutan beberapa hak tertentu, seorang hakim harus 
menyertakan di dalamnya pencabutan beberapa hak tertentu 
bersama dengan pidana pokok. 
Dari penjelasan di atas terlihat secara garis besar 
bahwa apapun jenis kejahatannya maupun pelanggarannya, 
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hakim dapat sekaligus menyertakan pidana tambahan 
berupa pencabutan beberapa hak tertentu. Ha! ini sesuai 
dengan pendapat dari (Waluyadi,2003:213), dengan 
mengatakan : 
Undang-undang ternyata tidak menjelaskan secara limitatif 
tentang kriteria yang dapat dipedomani oleh hakim 
sehingga ia menyertakan pidana tambahan berupa 
pencabutan beberapa hak tertentu.Dalam arti, apakah 
seluruh kejahatan dan pelanggaran yang terdapat di dalam 
KUHP dapat dikenakan pidana tambahan tersebut, di 
samping pidana pokoknya. 
 
2) Perampasan beberapa barang tertentu 
Secara sederhana dapat diketahui bahwa 
perampasan barang adaiah pengaiihan kekuasaan atas 
barang untuk kepentingan hukum. Istilah lain dari kata 
perampasan barang ini dapat kita temukan di dalam KUHAP 
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dikenal 
dengan penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk 
mengambil alih dan atau menyimpan di bawah 
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 
berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 
dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan (Pasal 1 ke-
16 KUHAP). 
Mengacu pada KUHP dan KUHAP akan memberikan 
penafsiran yang berbeda daiam memberikan dua jenis 
fungsi dan maksud dari penyitaan itu. Menurut KUHAP, 
penyitaan akan dilaksanakan oleh penyidik (penyidik Polri 
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dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi 
kewenangan untuk itu) guna kepentingan proses peradilan 
(penyidikan, penuntutan, peradilan: sidang pengadilan), atau 
dengan kata lain bahwa maksud dari penyitaan dalam 
KUHAP adalah untuk kepentingan pembuktian. 
Berbeda dengan KUHAP, penyitaan menurut KUHP 
adalah demi untuk kepentingan Negara yang dinyatakan 
dengan keputusan hakim sebagai hukuman tambahan di 
samping hukuman pokok. Ini sesuai dengan yang tertuang 
dalam Pasal 39 KUHP, yang mengatur : 
a) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan 
kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya 
untuk mengerjakan kejahatan, boleh dirampas. 
b) Jika seseorang dipidana karena melakukan kejahatan 
tiada dengan sengaja atau karena melakukan 
pelanggaran, boleh juga dijatuhkan pidana rampasan itu 
dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang. 
c) Pidana rampasan itu boleh juga dijatuhkan atas orang 
yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, 
tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita. 
Pasal 39 KUHP tersebut merupakan asas umum dari 
penyitaan, yang menerangkan bahwa pada dasarnya 
barang-barang  yang  dapat  disita  dan  penyitaannya harus  
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berbarengan dengan dijatuhi hukuman pokok meliputi: 
a) Benda yang diperoleh dari kejahatan; 
b) Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan; 
c) Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan karena 
tidak sengaja dan atau karena melakukan pelanggaran 
melalui undang-undang. 
d) Pengumuman putusan hakim 
3) Pengumuman Putusan Hakim. 
Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua 
putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum 
apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.Ketentuan 
ini, dalam hukum acara pidana sering disebut sebagai asas-
asas umum pemeriksaan sidang pengadilan. 
Di samping ketentuan Pasal 195 KUHAP yang 
menegaskan agar semua putusan diucapkan dalam situasi 
sidang yang terbuka jntuk umum, maka dalam permulaan 
sidang pun disyaratkan nendaknya dllaksanakan dengan 
terbuka untuk umum serta menggunakan bahasa Indonesia 
yang dapat dimengerti oleh terdakwa atau saksi, 
sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 153 KUHAP 
yang menentukan bahwa : 
a) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan 
bersidang. 
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b) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan disidang 
pengadilan yang dilakukan secara lisan dan dalam 
bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan 
saksi. 
la wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau 
diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau 
saksi memberikan jawaban yang tidak bebas. 
c) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang dapat 
menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara 
mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. 
d) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan ayat 3 
menyebabkan batalnya putusan demi hukum. 
e) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang 
belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak 
diperkenankan menghadiri sidang. 
B. Tindak Pidana Pemerkosaan  
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan 
Menurut Wirjono Prodjodikoro Terminologi. Permerkosaan                               
sebenarnya berasal dari bahasa Belanda Vercrating,  bahasa 
inggris disingkat  Rape. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari 
kata Vercracting  adalah“perkosaan” , tetapi terjemahan ini 
meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana, tidak Tepat  
karena di antara orang-orang Belanda  Vercracting sudah merata 
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berarti “perkosaaan untuk bersetubuh”, sedangkan dalam bahasa 
Indonesia kata “perkosaan” sama sekali belum menunjukkan pada 
pengertian “perkosaan untuk bersetubuh” maka sebaiknya 
kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 285 KUHPidana  ini harus 
“perkosaan untuk bersetubuh.” 
Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak 
pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi sehingga tidak 
ada alasan yang dapat membenarkannya, itu bertentangan dengan 
aturan-aturan yang berlaku baik dilihat dari persepektif etika dan 
agama maupun hukum.Terkhususnya dari persepektif hukum 
mengingat Negara kita adalah Negara yang berdasarkan atas 
hukum serta dampak yang di timbulkan. 
Apalagi Kasus-kasus pemerkosaan akhir-akhir ini telah 
menimbulkan reaksi-reaksi sebagian masyarakat bahkan 
ketidakpuasan pun terhadap yang telah dijatuhkan, dimuat dalam 
massa media sebaimana dimuat pada Bab II Gambaran Keadaan 
(Leden Marpaung;2008;48). 
Selain daripada pemerkosaan dan pemidanaan terhadap 
pemerkosaan yang disorot, sering juga orang membicarakan 
penanggulangan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Mengamati 
pandangan/pendapat terhadap penanggulangan akibat 
pemerkosaan sebagai dimuat antara lain Bab II (Leden 
Marpaung;2008;48), tampaknya masih kurang tepat jika hal 
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tersebut dibebankan kepada aparat penegak hukum terutama 
selain dari kegiatan telah cukup padat, keahlian untuk 
menanggulangi akibat kemungkinan tidak dimiliki aparat penegak 
hukum tersebut. 
Yang paling banyak mendapat sorotan tajam dari massa 
media mengenai kejahatan terhadap kesusilaan adalah 
“perkosaan”. Sering anggota masyarakat telah menarik kesimpulan 
tanpa memahami dengan baik hakikat pemerkosaan dan 
mandapatkan penilaian yang negatif bahkan dituduh tidak jujur. 
Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena sering orang 
menentukan kesimpulan tanpa memahami masalah-masalah 
hukum selain memahami hukum itu sendiri diperlukan pemahaman 
yang saksama terhadap kejadian/kasus. Disis lain baik masyarakat 
maupun aparat penegak hukum, perlu menyadari bahwa untuk 
mengetahui kekurangan diri sendiri, tidak mudah. 
Seatandjo Wignojosoebroto (Abdul Wahid dan 
Muhammad Irfan;2001;40) mengemukakan bahwa : 
Pemerkosaaan adalah “suatu usaha melampiaskan nafsu 
oleh seseorang lelaki terhadap sesorang perempuan dengan 
sara menurut moral dan atau hukum yang berlaku 
melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disingkat 
perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu 
perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa 
hendak melampiaskan nafsu seksualnnya), dan di dalam 
pihak dapatlah dilihat sebagai suatu peristiwa ( ialah 
pelanggaran  norma-norma dan demikian juga tata tertib 
sosial)”. 
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Sedangkan R.Sugandi (Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan ;2001;40), mengemukakan bahwa : 
Perkosaaan adalah “seorang pria yang memaksa seseorang 
yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan 
dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana 
diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang 
kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air 
mani. 
 
Menurut Wirdjono Prodjodikoro (Abdul Wahid dan 
Muhammad Irfan;2001;41), yang dimaksud dengan : 
Perkosaaan adalah seorang laki-laki, yang memaksa seorang 
perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, 
sehingga sedemikian rupa tidak dapat melakukan, maka 
dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”. 
 
Demikian pula Soesilo (Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan;2001;41) merumuskan tentang perkosaan yang lebih 
cenderung pada aspek yuridis yang terfokus pada “pemaksaan 
bersetubuh”, yang berbunyi sebagai berikut : 
Perkosaan adalah seorang lelaki yang memaksa seorang 
wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, 
sedemikian rupa, sehingga akhirnya si wanita tidak dapat 
melawan lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya. 
 
Menurut Darma Weda (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 
2001;43), yang condong pada pengertian perkosaan secara 
kriminilogis, menyatakan bahwa :  
Lazimnya dipahami bahwa terjadinya perkosaan yaitu 
dengan penetrasi secara paksa atau dimasukkan ke dalam 
vagina bukan penis si pelaku, tetapi jari, kuku, botol atau 
apa saja, baik ke dalam vagina maupun mulut atau anus. 
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Lamintang dan Samosir (Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan;2001;44) yang dimaksud dengan : 
Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 
untuk melakukan hubungan di luar ikatan perkawinan dengan 
dirinya.Secara umum pemerkosaan dapat diartikan sebagai 
pemaksaan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lainnya, 
tanpa memperdulikan hak, kepentingan serta kemauan pihak 
lain yang dipaksa untuk maksud keuntungan atau kepentingan 
pribadi bagi pihak pemaksa. 
 
Dalam Pasal 285 KUHPidana dijelaskan tentang apa saja 
yang disingkat perkosaa, yang berbunyi sebagai berikut : 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh 
dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya dua belas Tahun. 
 
Bertitik tolak pada rumusan Pasal 285 tersebut, dapatlah 
disimpulkan bahwa pengertian delik pemerkosaan adalah delik 
yang dengan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 
perempuan yang bukan istrinya ancaman mana dimaksud agar 
perempuan tersebut tidak berdaya sehingga dapat disetubuhi. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan  
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 385 
KUHPidana yang dapat dijadikan dasar atau syarat terhadap delik 
pemerkosaan yaitu sebgai berikut (Leden Marpaung, 2008:49) ; 
a. harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan 
b. harus ada paksaan 
c. dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya 
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d. paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan itu dimaksudkan untuk bersetubuh dengannya. 
Salah satu unsur dalam tindak pidana perkosaan adalah 
kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menurut Moch. Anwar 
(Abdul Wahid dan Muhammad Irfan;2001;53) adalah “sarana 
untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan 
dari orang yang dipaksa menjadi lemah”. 
Sianturi (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan;2001;53) 
mengemukakan pengertian kekerasan yang dengan pemaksaan, 
adalah : 
Suatu tindakan yang menonjolkan seseorang sehingga tiada 
pilihan lain yang lebih wajar baginya, selain dari mengikuti 
kehendak sipemaksa. Dengan perkataan lain mengikuti 
kehendak sipemaksa, siterpaksa tidak akan melakukan atau 
melalaikan sesuatu sebagai dengan kehendak pemaksa dan 
pemaksaan itu pada dasarnya dibarengi tindakan kekerasan 
atau ancaman kekerasan. 
 
Dengan demikian, kekerasan yang pada dasarnya diawali 
oleh paksaan secara fisik, menunjukkan bahwa kekerasan atau 
ancaman kekerasan pada tindak pidana perkosaan tertuju pada diri 
korban yang membahayakan keselamatan badan dan jiwanya. 
Dalam Pasal 89 KUHPidana mengatur bahwa : “Yang disamakan 
melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau 
tidak berdaya”. 
Ketentuan PasaL 89 KUHPidana ini diperjelas lagi Soesilo, 
sebagai bentuk kekerasan, adalah : mempergunakan kekuatan 
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jasmani, misalanya memukul dengan tangan atau segala macam 
senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Pingsan artinya 
tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umumnya memberi minum 
racun atau obat, sehingga orang tidak ingat lagi. Tidak berdaya 
artinya, tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, 
sehingga tidak dapat melakukan perlawanan, misalnya mengikat 
dengan tali pada kaki dan tangan, mengurung dalam kamar, dan 
sebagainya. 
Kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana 
pemerkosaan, dilakukan oleh pembuat agar niatnya dapat 
terlaksana. Misalnya, mengikat tangan dan kaki, merobek pakaian 
korban, atau mengancam korban untuk menganiaya atau 
membunuhnya jika tidak mengikuti kehendak  pembuat. Akibat 
yang dilarang dalam tindakan pidana ini adalah kesengajaan 
pembuat yang menyebabkan korban menyerahkan kehormatannya 
kepada pembuat dimana hal tersebut akan menjatuhkan harkat dan 
martabat korban. 
Lamintang membagi Unsur-unsur Pasal 285 KUHPidana  
tersebut secara terperinci : 
a. barangsiapa 
b. dengan kekerasan 
c. dengan ancaman akan memakai kekerasan 
d. memaksa 
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e. seorang wanita 
f. mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan 
dirinya. 
Walaupun di dalam rumusannya, Undang-Undang tidak 
mensyarakatkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri 
pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 
285 KUHPidana, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana 
perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHPIdana 
itu harus dilakukan                                      dengan sengaja. 
Mirip dengan tindak pidana ini adalah yang oleh 289 dengan 
kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan (feitelijke 
aanranding der eerbaarheid) dirimuskan sebagai :  Dengan 
kekerasaan atau ancaman hukuman maksimun Sembilan tahun 
penjara. 
Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang 
dipaksakan dalam Pasal 289  perbuatan cabul merupakan 
pengertina umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 
285 sebagai pengertian khusus. 
Perbedaan lain dari kedua tindak pidana tersebut adalah 
bahwa ( Wirjono Prodjodikoro;1986;177) : 
a. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakuan oleh 
seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan 
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perkosaan untuk cabul juga dilakukan oleh seorang perempuan 
terhadap laki-laki; 
b. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan di luar 
perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa 
istri untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat 
juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh 
seorang suami memaksa istrinya cabul atau seorang suami 
memaksa istrinya untuk cabul atau seorang istri memaksa 
suami untuk cabul. 
Sebenarnya perbedaan sub b ini tidak begitu logis, justru 
karena pengertian cabul lebih luas dari bersetubuh. Dengan 
demikian, seorang suami tidak boleh memaksa istrinya  misalnya 
untuk memegang kemaluan suami, tidak boleh memaksa istrinya 
untuk bersetubuh. 
C. ANAK 
1. Pengertian Anak 
Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena 
anak merupakan potensi bagi kemajuan generasi penerus bangsa 
yang ikut berperan dalam menetukan sejarah bangsa pada masa 
mendatang. 
Pengelompokkan pengertian anak memiliki aspek yang 
sangat luas, sejumlah undang-undang yang mengatur status dan 
perlakuan terhadap anak memiliki perbedaan mengenai batasan 
33 
 
atau difinisi usia yang dikategorikan sebagai anak. Pada Tahun 
1990 dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak mendeskripsikan 
“anak” seperti yang tercakup dalam Pasal I Konvensi tersebut yaitu: 
Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) 
tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku 
bagi anak ditentukan bahwa usia anak di capai lebih awal. 
 
Pada Pasal 45 KUHPidana mendefinisikan anak yang belum 
berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan dalam Pasal 330 
KUHPerdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka 
yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan 
belum kawin. Menurut para pakar hukum adat Indonesia, 
menguraikan tentang ukuran kedewasaan yakni sebagai berikut: 
Menurut Supomo (Maulana Hasan Wadong, 2000:25) 
menyebutkan ciri-ciri atau ukuran kedewasaan adalah sebagai 
berikut: 
a. Dapat bekerja sendiri; 
b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat; 
c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri; 
d. Telah menikah; 
e. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun. 
Sedangkan dalam hukum Islam, anak di bawah umur 
disebut dengan orang yang belum baliq atau belum berakal kerena 
belum cakap untuk berbuat atau bertindak. 
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Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 ayat (5) ditentukan 
bahwa: 
Anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya. 
 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 
Tentang Pokok-pokok Perburuhan Pasal 1 ayat (1) didefinisikan 
pengertian anak sebagai berikut: “Anak adalah orang laki-laki atau 
perempuan berumur 14 tahun kebawah” 
Sedangkan dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa: 
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (Dua 
Puluh Satu) tahun atau belum pernah kawin” 
Selain pengertian menurut undang-undang tersebut di atas 
maka penulis akan juga memberikan pengertian menurut beberapa 
ahli diantaranya adalah sebagai berikut: 
Wadong (2000;10) memberikan definisi anak dari segi 
religius bahwa “Anak adalah merupakan titipan dari Allah SWT 
kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai 
pewaris dari ajaran Islam”. 
Selain hal tersebut di atas Wadong (2000;12) juga 
memberikan definisi dari segi sosial bahwa: 
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Pengertian anak lebih mengarah pada perlindungan 
kodratnya karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki 
oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana 
orang dewasa. 
 
Sedangkan menurut kamus hukum Anak (Pupil/ 
minderjaringe Order Voogdij) adalah anak yang di bawah 
pengawasan wali. 
Sedangkan menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 pada 
Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.” 
Pendefinisan anak menurut Undang-undang Perlindungan 
Anak tersebut diatas, mencerminkan perubahan perspektif dan 
pendekatan terhadap upaya perlindungan anak.Dari rumusan 
pengertian anak diatas, terdapat kesamaan unsur yang dapat 
dijadikan pedoman dalam mendefinisikan kriteria yang tergolong 
anak. 
Memperhatikan uraian-uraian diatas mengenai pengertian 
anak yang belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan dikaitkan dengan beberapa pendapat dari para 
ahli ilmu hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa pengertian anak 
yang belum dewasa adalah seseorang yang berada di bawah 18 
tahun serta termasuk anak yang masih dalam kandungan dan 
belum pernah menikah. 
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2. Perlindungan Hukum Terhadap anak 
Sebelum penulis memberikan definisi tentang perlindungan 
hukum terhadap anak maka terlebih dahulu penulis akan 
memberikan definisi tentang perlindungan anak yaitu sebagai 
berikut : 
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) bahwa: 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
 
Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan 
nasional.Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah 
membangun manusia seutuhnya.Hakekat pembangunan nasional 
adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Mengabaikan 
masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan 
pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak 
akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat 
mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. 
Maka oleh karena itu perlindungan anak harus diusahakan apabila 
ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan. 
Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat 
memberikan definisi perlindungan hukum terhadap anak adalah 
sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya 
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untuk melindungi anak dengan menciptakan aturan-aturan untuk 
menjamin agar anak dapat hidup tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
3. Hak-hak Anak 
a. Menurut Konvensi Anak 
Hak Anak adalah juga Hak Asasi Manusia.Hak Asasi 
Manusia (HAM) biasanya sebagai hak yang dimiliki setiap 
manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah 
manusia.Dalam Mukadimah Perjanjian Hak Sipil dan Hak politik 
dari PBB dirumuskan “These rights drive from the inherent 
dignity the human person” Hak ini sifatnya sangat mendasar 
asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak 
diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan 
bakat, cita-cita serta martabatnya.Hak ini juga dianggap 
universal, artinya dimiliki tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, 
ras, agama atau jenis kelamin (Miriam Budiardjo dalam Sjafi’ I 
Anwar, 1998:40). 
Hak-hak Anak yang merupakan implementasi dari HAM. 
Universal of Human Rights (UDHR) Pasal 25 dan Pasal 26 ayat 
(3) menyatakan (Peter Baehr, dkk, 1997:287-288). 
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Pasal 26 ayat (3) Orang tua mempunyai hak utama untuk 
memilih macam pendidikan yang akan diberikan kepada anak-
anak mereka. 
Gagasan ideal tentang perlindungan hak-hak anak telah 
terumuskan dalam Deklarasi tentang hak anak yang disahkan 
oleh PBB pada tanggal 20 November 1959, yang menyatakan; 
1) Anak-anak, tanpa pengecualian berhak menikmati seluruh 
hak yang tercantum Deklarasi ini. 
2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, harus 
memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh 
Hukum, sehingga mereka dapat berkembang dengan sehat 
dan wajar dalam keadaan bebas bermartabat. 
3) Berhak memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir. 
4) Berhak mendapatkan jaminan, perawatan dan perlindungan 
khusus bagi si anak dan ibunya, dan berhak mendapatkan 
gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan 
kesehatan. 
5) Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam 
menerima perlindungan dan pertolongan. 
6) Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-
nyiaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun 
mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Tidak 
dibenarkan mereka dalam pekerjaan yang dapat merugikan 
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kesehatan, pendidikan, maupun yang dapat mempengaruhi 
perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka. 
b. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
Hak seorang tersangka atau terdakwa telah diatur dalam 
KUHAPidana antara lain adalah 
Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau 
penahanan lanjutan atau penetapan Hakim sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAPidana 
Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh 
penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau 
terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan 
atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas 
tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan 
penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 
dipersangkakan atau didakwakan serta tempat dia 
ditahan. 
. 
Hak untuk menerima tembusan surat perintah 
penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) KUHAPidana 
“Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan 
atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) 
harus diberikan kepada keluarganya.” 
Hak untuk keberatan terhadap perpanjangan penahanan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (7) KUHAPidana. 
Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada Ayat 
(2) tersangaka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan 
dalam tingkat : 
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1) Penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi; 
2) Pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding 
kepada Ketua Mahkamah Agung. 
c. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
Hak-hak anak dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
terdapat dalam bab III tentang Hak dan kewajiban anak dari 
Pasal 1 sampai Pasal 18. Hak- hak ini termasuk untuk dapat 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 
4), untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, 
dalam bimbingan orang tua (Pasal 6) memperoleh pelayanan 
kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, 
mental,spiritual, dan sosial (Pasal 9), menyatakan dan didengar 
pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi 
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 
kepatutan (Pasal 10), memperoleh perlindungandari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang 
tidak manusiawi(Pasal 16), mendapatkan bantuan hukum dan 
bantuan lainnya (Pasal 18). 
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4. Anak nakal 
Istilah anak nakal diambil dari istilah asing Juvinelle 
Deliquency, Juvenile berarti young, berarti anak-anak, anak muda 
dengan ciri karakteristik pada masa muda ifat-sufat khas pada 
periode remaja, sedangkan  Deliquency berarti doing wrong berarti 
menjadi jaat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, 
pengacau dll. 
Anak Nakal adalah anak berusia 5 tahun hingga 21 Tahun 
dan belum pernah menikah yang berperilaku menyimpang dari 
norma-norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, 
lingkungannya sehingga merugikan dirinya sendiri, keluarganya, 
dan orang lain yang akan menganggu keteriban umum , akan tetapi 
karena usianya, belum dapat dituntut secara hukum, Paul Mudikno 
(Romli Atmasasmita, 1983:32) memberikan perumusan anak 
nakal, yaitu : 
a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa 
merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan 
deliquency, jadi semua tindakan yang dilarang oleh 
hukum pidana, seperti pencurian, penganiayaan, dll. 
b. Semua perbuatan dan penyelewengan dari norma 
kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam 
masyarakat. 
c. perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan 
bagi sosial. 
 
Anak nakal terdefinisikan dalam Pasal 1 butir 2 UU no.3 
Tahun 1997 : 
a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 
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b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan 
dilarang bagi anak, baik menurut peraturan 
perundangan-undangan maupun menurut peraturan 
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat 
yang bersangkutan. 
 
5. Pengadilan Anak 
Undang-Undang Pengadilan Anak telah memberikan 
perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu 
tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun 
peradilannya.Hal ini terjadi, mengingat sifat anak dan keadaan 
psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan 
khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada 
hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun 
jasmani anak.Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan 
khusus saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara 
terpisah dengan orang dewasa.Pemeriksaan dilakukan oleh bagian 
tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari pengaruh-pengaruh 
buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural 
dengan tahanan lain. Kemudian dalam penyidikan polisi/jaksa yang 
bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi keterangan tersangka 
di bawah umur ini tidak memakai pakaian seragam dan melakukan 
pendekatan secara efektif, dan simpatik. 
Mengenai prosedur pemeriksaan perkara Anak Nakal di 
muka sidang yang diatur dalam rumusan Pasal 6 UU PA : 
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Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum, 
serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai 
toga atau pakaian dinas. 
 
Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut dan 
seram menghadapi Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan 
Penasihat Hukum serta petugas lainnya, sehingga dapat 
mengeluarkan perasaanya pada Hakim mengapa ia melakukan 
suatu tindak pidana. Di samping itu, guna mewujudkan suasana 
kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi 
anak. 
Rumusan Pasal 8 UU PA: 
a. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup. 
b. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan 
perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dapat dilakukan dalam sidang terbuka. 
c. Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya 
dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta 
orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum 
dan pembimbing kemasyarakatan. 
d. Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang 
tertentu atas izin Hakim atau Majelis Hakim dapat 
menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1). 
e. Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak 
penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan 
pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, 
orang tua, wali atau orang tua asuhnya. 
f. Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum. 
 
Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan 
penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan 
segala peristiwa dan segala perasaanya secara terbuka dan jujur 
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selama sidang berjalan. Kemudian digunakan singkatan dari nama 
anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya dimaksudkan agar 
identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang 
akan lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan 
mental anak. 
Rumusan Pasal 11 UU PA : 
a. Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam 
tingkat pertama sebagai hakim tunggal. 
b. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu ketua pengadilan 
negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak 
dilakukan dengan hakim majelis. 
 
Beberapa keuntungan dengan menggunakan hakim tunggal 
ini, antara lain sebagai berikut : 
a. Perkara dapat diselesaikan dengan lancar, jika oleh Majelis 
Hakim kemungkinan akan berlarut-larut. 
b. Hakim Tunggal akan lebih dituntut untuk lebih bertanggung 
jawab secara pribadi, sedangkan Majelis Hakim tidak. 
c. Dengan Hakim tunggal anak tidak menjadi bingung, sedangkan 
dengan Majelis Hakim kemungkinan menjadi bingung 
berhadapan dengan 3 (tiga) orang sehingga jiwanya cenderung 
tertekan. 
d. Kerja sama Hakim Tunggal dengan pejabat-pejabat 
pengawasan dan sosial juga lebih mudah diadakan, sehingga 
putusan yang diberikan akan lebih baik dan tepat. 
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e. Hakim anak dapat mengikuti perkembangan anak yang sedang 
menjalani pidananya, sehingga dengan tepat dapat mengambil 
ketetapan dalam hal diajukannya permohonan pelepasan 
bersyarat. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan Hakim 
tunggal adalah pilihan yang paling tepat digunakan untuk sidang 
anak. 
Rumusan Pasal 55 UUPA: 
Dalam perkara anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing 
Kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua dan saksi, 
wajib hadir dalam sidang anak” . 
 
Kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya dapat 
membuat perasaan tenang, aman dan terlindungi bagi anak yang 
sedang dalam pemeriksaan sehingga kegundahan yang terjadi 
pada diri anak akibat tuntutan Jaksa dapat dihilangkan. 
Pada permulaan persidangan, Hakim menanyakan kepada 
Penuntut Umum tentang orang tua/wali atau orang tua asuh datang 
atau tidak.Kehadiran orang tua/wali atau orang tua asuh anak 
sangat di perlukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan 
anak dan motif anak melakukan tindak pidana.Bila orang tua/wali 
atau orang tua asuh tidak hadir, maka siding ditunda sampai 
mereka dapat hadir.Apabila tidak dapat hadir, maka sidang dapat 
diteruskan tanpa dihadiri orang tua/wali atau orang tua asuh anak. 
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Hakim memeriksa identitas terdakwa dan setelah itu 
mempersilahkan Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. 
Sesudah itu, terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberi 
kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas 
dakwaan Penuntut Umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU 
No.3 Tahun 1997, pada waktu pemeriksaan saksi, Hakim 
memerintahkan agar terdakwa dibawa ke luar sidang.Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang dapat 
mempengaruhi jiwa anak.Hakim harus cermat dan teliti terhadap 
terdakwa, untuk menentukan anak ke luar sidang pengadilan atau 
tidak, waktu pemeriksaan saksi-saksi.Jika diperkirakan keterangan 
saksi dapat mempengaruhi jiwa anak, maka anak yang 
bersangkutan harus dikeluarkan dari persidangan dalam rangka 
perlindungan anak. Ketentuan Pasal 58 UU No. 3 Tahun 1997, 
memberikan perlindungan terhadap anak, yang bila diperhatikan 
dan dilaksanakan oleh Hakim sebagaimana mestinya. 
Setelah pemeriksaan saksi, dilanjutkan dengan pemeriksaan 
terdakwa dan dalam melakukan pemeriksaan, Hakim dan petugas 
lainnya tidak memakai toga atau pakaian seragam.Tujuannya, 
adalah untuk menghilangkan rasa takut pada diri anak. Apabila 
Anak Nakal memberikan keterangan berbelit-belit dalam 
pemeriksaan, maka Hakim memberikan peringatan kepadanya dan 
memberitahukan akibatnya apabila anak tidak berterus terang di 
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depan sidang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU No. 3 Tahun 
1997, sebelum Hakim Pengadilan mengambil keputusan, memberi 
kesempatan kepada orang tua/wali atau orang tua asuh untuk 
mengemukakan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal 
ini, orang tua/wali atau orang tua asuh diberi kesempatan 
mengemukakan hal yang menguntungkan bagi anak, dengan 
alasan bahwa selama ini kurang memperhatikan anaknya, 
sehingga melakukan kenakalan. Orang tua/wali/orang tua asuh, 
memohon kepada Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pidana 
tetapi menyerahkannya kepada mereka, dengan janji bahwa 
mereka akan lebih berupaya mendidik anaknya. 
Selesai acara tersebut, Penuntut Umum menyampaikan 
requisator (tuntutan hukum) atas diri terdakwa anak. Selanjutnya 
Penasihat Hukum menyampaikan pleidoi (pembelaan) atas 
terdakwa. 
Dalam mengambil keputusan, Hakim wajib 
mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Hal ini 
didasarkan pada Pasal 59 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, namun 
undang-undang tersebut tidak menjelaskan alasan Laporan 
Pembimbing Kemasyarakatan ini diwajibkan dipertimbangkan 
Hakim dalam mengambil keputusannya.Hakim tidak terikat penuh 
pada laporan penelitian tersebut, hanya merupakan bahan 
pertimbangan bagi Hakim untuk mengetahui latar belakang anak 
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melakukan kenakalan. Hakim pengadilan dalam mengambil 
keputusan lebih terfokus pada hasil pemeriksaan di depan sidang 
pengadilan. Jika para pihak (terdakwa atau Penuntut Umum) 
merasa tidak puas terhadap keputusan Hakim, maka mereka 
berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan tinggi. 
Jika merasa tidak puas terhadap keputusan Pengadilan tinggi 
berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mengenai upaya 
hukum ini, dalam UU No. 3 Tahun 1997 tidak diatur, sehingga 
ketentuan yang berlaku adalah ketentuan KUHAP. Berdasarkan 
Pasal 67 KUHAP, yang dapat dimohon pada pemeriksaan tingkat 
banding, adalah putusan Pengadilan Negeri yang berupa putusan 
pemidanaan. Pengajuan banding dilakukan dalam tenggang waktu 
7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan. Putusan pengadilan yang 
membebaskan atau melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum, 
tidak dapat banding. Mengenai hal ini seharusnya diatur dengan 
tegas oleh UU No. 3 Tahun 1997 atau peraturan lain yang 
berkaitan demi perlindungan anak. Putusan bebas dan putusan 
lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat diterobos dengan 
upaya hukum.Kenyataanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah 
Agung, dimungkinkan upaya hukum untuk menerobos putusan 
bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. 
Hambatan melakukan persidangan anak, seperti kurangnya 
sarana dan prasarana.Ruangan khusus yang untuk melakukan 
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persidangan perkara pidana anak tidak ada, yang dapat 
mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Pada waktu menghadiri 
sidang atas dirinya atau sebagai saksi, anak tidak terhindar dari 
kontak dengan orang-orang lain, seperti aparat kejaksaan atau 
hakim lain yang kebetulan melakukan sidang terhadap orang 
dewasa pada waktu yang bersamaan. Sebaiknya diadakan 
ruangan sidang yang khusus untuk melakukan persidangan anak, 
dan waktu melakukan persidangan pada hari-hari tertentu saja, 
yang tidak ada acara sidang lain kecuali sidang tentang perkara 
pidana anak. Menyangkut sumber daya manusia Hakim Anak, perlu 
ditambah dan dibekali dengan pengetahuan yang mendalam 
tentang Peradlian Pidana anak dan tentang perlindungan anak. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa koordinasi antar-
instansi terkait seperti Kepolisian, Penuntut Umum, Bapas, dan 
Hakim Pengadilan belum tercipta dengan baik. Hal ini 
mempengaruhi kelancaran persidangan anak.Sidang sering ditunda 
karena Penuntut Umum tidak cepat dan tepat atau tidak dapat 
menghadirkan saksi-saksi. Bisa juga karena Bapas belum dapat 
membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan 
terhadap anak, karena belum selesai dengan alasan permintaan 
untuk melakukan litmas (penelitian kemasyaratan) terlambat. 
Dalam hal ini, terjadi lempar tanggung jawab antar instansi, hal 
menunjukkan bahwa aspek perlindungan anak tidak dicerminkan. 
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Sering dilakukan penundaan sidang anak, akan mengganggu 
perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, sebab dapat saja 
anak pada akhirnya diputus bebas, atau lepas dari segala tuntutan 
hukum, atau hanya dijatuhi tindakan mengembalikan kepada orang 
tua/wali/orang tua asuh untuk dibina dan dididik kembali, namun 
melalui proses persidangan yang lama. Para instansi terkait, perlu 
semakin memahami kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya 
dalam melakukan persidangan anak, apabila hal ini sudah 
diperhatikan, dapat dilahirkan keputusan pengadilan yang 
mencerminkan perlindungan terhadap anak. 
6. Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai 
pelaku delik menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak Pasal 22 adalah pidana dan tindakan.  
a. Sanksi Pidana 
Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana 
tambahan, sebagai berikut:  
1) Pidana pokok 
          Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
sebagai pelaku delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan Anak Pasal 23 ayat (2) yaitu : 
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a) Pidana Penjara 
Menurut Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 
dengan rumusan: 
Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada 
anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 
huruf a, paling lama satu perdua dari maksimum 
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa 
 
Menurut Pasal 26 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 
dengan rumusan: 
Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 
1 angka 2 huruf a, melakukan delik yang diancam 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan 
kepada anak tersebut paling lama sepuluh tahun. 
 
Menurut Pasal 26 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 
dengan rumusan: 
Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 
1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun 
melakukan delik yang diancam pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup, maka terhadap 
anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan 
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1) huruf b yaitu menyerahkan kepada negara 
untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja. 
 
Menurut Pasal 26 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 
dengan rumusan: 
Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 
1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun 
melakukan delik yang diancam pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup, maka terhadap 
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anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 
 
b) Pidana kurungan 
Menurut Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997 berbunyi 
bahwa: 
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada 
anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 
2 Huruf a, paling lama satu perdua dari maksimum 
ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. 
 
c) Pidana denda 
Menurut Pasal 28 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 
dengan rumusan: 
Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak 
nakal paling banyak satu perdua dari maksimum 
ancaman pidana denda bagi orang dewasa. 
 
Menurut Pasal 28 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 
dengan rumusan: 
Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 1 ternyata tidak dapat dibayar maka 
diganti dengan wajib latihan kerja. 
 
Menurut Pasal 28 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 
dengan rumusan: 
Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda 
dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama 
latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta 
tidak dilakukan pada malam hari.  
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d) Pidana pengawasan 
 
Menurut Pasal 30 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 
dengan rumusan "pidana pengawasan yang dapat 
dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 bulan 
dan paling lama 2 tahun". 
Menurut Pasal 30 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 
dengan rumusan: 
Apabila terhadap anak nakal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, 
dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 1, maka anak tersebut 
ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan 
bimbingan pembimbing kemasyarakatan. 
 
Menurut Pasal 30 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 
dengan rumusan "Ketentuan mengenai bentuk dan tata 
cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintahan". 
2) Pidana tambahan 
Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap 
anak sebagai pelaku delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Peradilan Anak Pasal 23 ayat (1) yaitu : 
a) Perampasan barang - barang tertentu 
Barang yang dapat dirampas adalah barang yang 
diperoleh dengan kejahatan atau barang yang dipakai 
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untuk melakukan delik. Pada umumnya barang - barang 
yang boleh dirampas harus kepunyaan terhukum. 
b) Pembayaran ganti rugi 
Menurut (Gatot Supramono, 2007:33) 
mengemukakan bahwa "pembayaran ganti rugi yang 
dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan 
tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang 
menjalankan kekuasaan orang tua". 
b. Sanksi Tindakan 
Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
sebagai pelaku delik diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut : 
1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua 
asuh 
Menurut (Gatot Supramono, 2007:35) menulis bahwa: 
Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, 
atau orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah 
pengawasan dan bimbingan. Pembimbing 
Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan 
kepramukaan dan lain - lain. 
 
2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti 
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja 
Menurut (Gatot Supramono ,2007:35) menulis bahwa: 
Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, 
atau orang tua asuh tidak memberikan pendidikan 
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dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat 
menetapkan anak tersebut ditetapkan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja. Latihan Kerja 
dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan 
kepada anak, misalnya dengan memberikan 
keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, 
perbengkelan, tata rias dan sebagainya setelah 
selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri. 
 
3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di 
bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja 
Menurut (Gatot Supramono ,2007:35) menulis bahwa: 
Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan 
kerja diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak atau Departement Sosial, 
tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki 
hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan 
diserahkan kepada Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan 
lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan 
agama anak yang bersangkutan. 
 
Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) 
berbunyi "Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan 
yang ditetapkan oleh Hakim". Dimana teguran yang 
dimaksud adalah peringatan dari hakim baik langsung 
terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak 
langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, 
agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang 
mengakibatkan anak tersebut dijatuhi tindakan. 
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D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman. 
Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan 
terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa 
tentunya sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut 
umum.  
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang 
sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan 
kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal 
itu sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan 
bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, 
Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua 
alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan 
tindak pidana yang dilakukannya. 
Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut 
adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 
ayat (1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, 
faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana 
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adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa 
masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-
faktor yang memberatkan antara lain memberi keterangan yang 
berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, 
merugikan Negara, dan sebagainya. 
 Yang meringankan. 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-
undang (Leden Marpaung, 2005: 113) adalah sebagai berikut : 
1. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), 
berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai 
berikut : 
 “Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka 
maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi 
sepertiga.” 
2. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 
53 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut.  
 “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu 
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” 
3. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 
57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut. 
 “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, 
dikurangi sepertiga bagi pembantu.” 
 
 Yang Memberatkan 
Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang 
ditentukan sebagai berikut : 
1. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 
KUHP : 
a. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, 
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yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, 
maka dijatuhkan hanya satu pidana; 
b. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah 
maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap 
perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari 
maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiganya. 
 
Dan Pasal 66 KUHP yang berbunyi: 
a. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang 
masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan 
yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang 
tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap 
kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 
b. Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang 
ditentukan untuk perbuatan itu. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi di Kota 
Bone, tepatnya pada Kantor Pengadilan Negeri Watampone. Adapun  
alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan 
judul dan permasalahan yang akan diteliti dan mengharuskan penulis 
melakukan penelitian pada lokasi yang dipilih tersebut. Di samping itu 
pada lokasi tersebut dianggap cukup tersedia data dan sumber data 
yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang 
berkaitan dengan penelitian melalui wawancara. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari 
penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya 
ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, 
surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga 
bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data 
sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data 
sebagai berikut : 
1. Penelitian kepustakaan 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan 
pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, 
karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, 
majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai 
instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan 
untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal 
ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
2. Penelitian Lapangan 
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis 
menggunakan dua cara, yaitu: 
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang 
dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder. 
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal 
ini adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek 
penelitian penulis. 
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D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis 
kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data 
tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data 
tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan 
berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian 
meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah 
kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Tindak Pidana  
Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan 
No.161/Pid.B/2012/PN.Watampone) 
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan 
dengan dakwaan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum No. Reg. Perk : PDM-110/W.Pone/Ep.2/04/2012.  
Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, 
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang 
memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut : 
- Saksi CAYA BINTI NANONG; 
- Saksi IWAN BIN OLLENG; 
- Saksi SARIALANG ALS RAMPE BINTI TURUNGI. 
Yang atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak 
keberatan dan membenarkannya. 
Menimbang bahwa dipersidangan juga didengarkan 
keterangan terdakwa. 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa dan alat bukti Visum Et Repertum dari Dokter 
No.357/65/III/RSU tanggal 14 maret 2012, yang diajukan 
dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, 
Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 
maret 2012 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan 
Pisang Baru Watampone; 
- Bahwa pada awalnya saksi sementara tidur bersama 
dengan suami saksi, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam 
kamar tempat dimana korban Caya dan suaminya tertidur 
pulas, kemudian terdakwa mengangkat selimut yang 
dipakai korbanCaya hingga ke perutnya, lalu terdakwa 
membuka resleting celananya sambil terdakwa meraba-
raba vagina dan buah dada korban. Setelah itu terdakwa 
63 
 
memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban 
Caya dimana tangan terdakwa menutup mulut korban 
sambil terdakwa mendorongkan alat kelaminnya maju 
mundur, karena merasakan sakit pada vaginanyadan ada 
tangan yang menutup mulutnya dengan keras maka 
korban Caya berteriak berusaha bangun dan 
memberontak berusaha melepaskan tangan terdakwa 
yang menutupi mulut korban Caya, kemudian terdakwa 
berusaha melepaskan diri dan berlari keluar kamar; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kejadiannya, 
karena pada saat terdakwa melakukan pemerkosaan 
terhadap saksi korban, saksi sementara tidur di samping 
isteri saksi (saksi Iwan);  
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa 
melakukan pemerkosaan terhadap isteri karena isteri 
saksi baru datang dan tidak kenal dengan terdakwa; 
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa ditarik kakinya oleh 
saksi korban dan pada saat itu saksi melihat ikat 
pinggang, ancing celana dan resleting celana terdakwa 
masih terbuka; 
- Bahwa benar kamar tempat kejadian tidak memiliki pintu, 
dan keadaan kamar sangat gelap karena lampu 
dimatikan; 
Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 
285 KUHP Jo UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak; 
Menimbang bahwa untuk terbuktinya dakwaan tersebut, 
haruslah terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 
- Unsur barang siapa; 
- Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh 
dengan dia; 
- Unsur yang dilakukan oleh terdakwa yang masih berumur 
14 Tahun dan masih termasuk dalam kategori 
sebagaimana Pasal 1 ke-1 No.3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak.  
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan 
bersalah maka ia dihukum pula untuk membayar biaya perkara; 
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Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa; 
- Hal-hal yang memberatkan : 
 Perbuatan terdakwa telah membuat malu (Aib) 
keluarga IWAN BIN OLLENG; 
- Hal-hal yang meringankan: 
 Terdakwa belum pernah dihukum; 
 Terdakwa mengakui kesalahannya dan berlaku sopan 
selama persidangan; 
 Terdakwa masih di bawah umur. 
 
2. Amar Putusan. 
MENGADILI 
- Menyatakan terdakwa RAHMAN BIN DG.BETA; tersebut 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan”; 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan; 
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ini; 
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; 
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sarung kecil 
motif kotak-kotak dengan warna hijau putih, dikembalikan 
kepada pemiliknya. 
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
3.  Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir 
(vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana 
(penghukuman), dan didalam putusan itu hakim menyatakan 
pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa 
yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya membuat putusan 
65 
 
serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai 
pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan 
pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan nonyuridis 
yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat 
perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah 
terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana 
yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya. 
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam 
menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Hakim harus dapat mengelolah dan memproses data-data yang di 
peroleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, 
keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa 
maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung 
jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme. 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, pada waktu 
melakukan penilitian di Pengadilan Negeri Watampone, penulis 
tidak dapat melakukan wawancara lansung kepada hakim yang 
memutuskan perkara ini, karena yang bersangkutan tidak berada di 
tempat dan sulit di hubungi, sehingga penulis tidak dapat 
memaparkan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim 
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dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 
Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 
menetapkan anak nakal (telah berumur 8 tahun tetapi belum 18 
tahun dan belum pernah kawin) tetapi setelah mengalami 
perubahan maka batas usia anak nakal (telah berumur 12 tahun 
hingga 17 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah 
kawin) yang terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana, 
hakim dapat menjatuhkan satu diantara dua kemungkinan, ialah 
menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan. Dalam hal ini, 
terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pemerkosaan dan 
dihadapkan di depan persidangan berusia 14 tahun dan juga 
setelah melihat terdakwa secara pisik dan mental selama 
persidangan maka terdakwa sudah tepat apabila dijatuhi dengan 
hukuman pidana penjara. 
 Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan, lebih 
ringan dari maksimal pidana penjara yang diancam di dalam Pasal 
285 KUHPidana yaitu 12 tahun. Hal yang menjadi pertimbangan 
Hakim dalam memutus pidana penjara berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan  yuridis yaitu dakwan penuntut umum yang menuntut 
5 tahun penjara, serta keterangan terdakwa, keterangan saksi, srta 
barang bukti yang diajukan di persidangan lebih ringan dan telah 
sesuai dengan ketentuan UUPA dan pertimbangan nonyuridis yang 
terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan 
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terdakwa serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan dan sama sekali tidak terdapat hal-hal khususnya pada 
diri terdakwa hal yang bisa menjadi alasan pemaaf dan pembenar 
dalam penghapusan pidana. 
Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis 
berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
pidana ini telah sesuai dan tepat, serta telah memperhatikan 
ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
B. Penerapan Sanksi Pidana/ Terhadap Kasus Tindak Pidana 
Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan 
No.161/Pid.B/2012/PN.Watampone) 
1. Posisi Kasus. 
Terdakwa RAHMAN BIN DG. BETA pada hari Minggu 
tanggal 04 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita. Pada malam 
tersebut terdakwa menginap di rumah korban, yang mana 1 jam 
sebelumnya terdakwa sempat mengintip korban Caya dan 
suaminya (saksi Iwan) melakukan hubungan suami isteri hingga 
keduanya selesai dan tertidur pulas di dalam kamar tersebut, lalu 
terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya setelah 
mengintip adegan tersebut, secara perlahan-lahan masuk ke dalam 
kamar tempat dimana korban Caya dan suaminya tertidur pulas, 
kemudian terdakwa mengangkat selimut yang dipakai oleh korban 
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Caya hingga ke perutnya, lalu terdakwa membuka resleting 
celananya sambil terdakwa meraba-raba vagina dan buah dada 
korban Caya. Setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya 
ke dalam vagina korban Caya dimana tangan korban menutup 
mulut korban sambil terdakwa mendorongkan alat kelaminnya maju 
mundur, karena merasa sakit pada vaginanya dan tangan yang 
menutup mulutnya dengan keras maka korban Caya berteriak 
berusaha bangun dan memberontak, berusaha melepaskan tangan 
terdakwa yang menutupi mulut korban Caya. Pada saat berhasil 
melepaskan tangan terdakwa, Korban Caya langsung memegang 
kaki terdakwa sambil korban berteriak-teriak, hingga akhirnya 
terdakwa diamankan oleh suami korban dan mertua korban Caya.    
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
Dakwaan : 
Pertama : 
Primair : 
Bahwa ia terdakwa RAHMAN BIN DG. BETA pada hari 
Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, 
atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu  dalam tahun 
2012, bertempat di Jalan Pisang Baru, Kelurahan Macege, 
Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Watampone, barang siapa yang bukan isteri 
bersetubuh dengan dia, yang dilakukan oleh terdakwa 
Rahman Dg. Beta yang  berusia 14 Tahun yang masih 
termasuk dalam kategori anak perbuatan tersebut 
terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di 
atas terdakwa yang pada malam tersebut menginap di 
rumah korban, yang mana 1 jam sebelumnya terdakwa 
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sempat mengintip korban Caya dan suaminya (saksi Iwan) 
melakukan hubungan suami isteri hingga keduanya 
selesai dan tertidur pulas di dalam kamar tersebut, lalu 
terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya 
setelah mengintip adegan tersebut, secara perlahan-lahan 
masuk ke dalam kamar tempat dimana korban Caya dan 
suaminya tertidur pulas, kemudian terdakwa menangkap 
selimut yang dipakai oleh korban Caya hingga ke 
perutnya. Lalu terdakwa membuka resleting celananya 
sambil terdakwa meraba-raba vagina dan buah dada 
korban Caya. Setelah itu terdakwa memasukkan alat 
kelaminnya ke dalam vagina korban Caya dimana tangan 
korban menutup mulut korban sambil terdakwa 
mendorongkan alat kelaminnya maju mundur, karena 
merasa sakit pada vaginanya dan tangan yang menutup 
mulutnya dengan keras maka korban Caya berteriak 
berusaha bangun dan memberontak, berusaha 
melepaskan tangan terdakwa yang menutupi mulut korban 
Caya. Pada saat berhasil melepaskan tangan terdakwa, 
Korban Caya langsung memegang kaki terdakwa sambil 
korban berteriak-teriak, hingga akhirnya terdakwa 
diamankan oleh suami korban dan mertua korban Caya. 
Akibat perbuatan terrdakwa, korban Caya Binti Nanong 
mengalami rasa sakit dan luka-luka sebagaimana Visum 
Et Repertum Nomor : 357/65/III/RSU, tanggal 14 maret 
2012. Perbuatan terdakwa Rahman Bin Dg. Beta tersebut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 
KUHP Jo Pasal 1 ke 1 UU RI No.3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. 
 
Subsidair : 
 
Bahwa ia terdakwa RAHMAN BIN DG. BETA pada hari 
Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, 
atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu  dalam tahun 
2012, bertempat di Jalan Pisang Baru, Kelurahan 
Macege, Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Watampone, barang siapa yang bukan 
isteri bersetubuh dengan dia, yang dilakukan oleh 
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terdakwa Rahman Dg. Beta yang  berusia 14 Tahun yang 
masih termasuk dalam kategori anak perbuatan tersebut 
terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di 
atas terdakwa yang pada malam tersebut menginap di 
rumah korban, yang mana 1 jam sebelumnya terdakwa 
sempat mengintip korban Caya dan suaminya (saksi 
Iwan) melakukan hubungan suami isteri hingga keduanya 
selesai dan tertidur pulas di dalam kamar tersebut, lalu 
terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya 
setelah mengintip adegan tersebut, secara perlahan-lahan 
masuk ke dalam kamar tempat dimana korban Caya dan 
suaminya tertidur pulas, kemudian terdakwa menangkap 
selimut yang dipakai oleh korban Caya hingga ke 
perutnya. Lalu terdakwa membuka resleting celananya 
sambil terdakwa meraba-raba vagina dan buah dada 
korban Caya. Setelah itu terdakwa memasukkan alat 
kelaminnya ke dalam vagina korban Caya dimana tangan 
korban menutup mulut korban sambil terdakwa 
mendorongkan alat kelaminnya maju mundur, karena 
merasa sakit pada vaginanya dan tangan yang menutup 
mulutnya dengan keras maka korban Caya berteriak 
berusaha bangun dan memberontak, berusaha 
melepaskan tangan terdakwa yang menutupi mulut 
korban Caya. Pada saat berhasil melepaskan tangan 
terdakwa, Korban Caya langsung memegang kaki 
terdakwa sambil korban berteriak-teriak, hingga akhirnya 
terdakwa diamankan oleh suami korban dan mertua 
korban Caya. Akibat perbuatan terrdakwa, korban Caya 
Binti Nanong mengalami rasa sakit dan luka-luka 
sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357/65/III/RSU, 
tanggal 14 maret 2012. Perbuatan terdakwa Rahman Bin 
Dg. Beta tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 286 KUHP Jo Pasal 1 ke 1 UU RI 
No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Lebih subsidair : 
Bahwa ia terdakwa RAHMAN BIN DG. BETA pada hari 
Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wita, 
atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu  dalam tahun 
2012, bertempat di Jalan Pisang Baru, Kelurahan 
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Macege, Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada 
suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Watampone, barang siapa yang bukan 
isteri bersetubuh dengan dia, yang dilakukan oleh 
terdakwa Rahman Dg. Beta yang  berusia 14 Tahun yang 
masih termasuk dalam kategori anak perbuatan tersebut 
terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di 
atas terdakwa yang pada malam tersebut menginap di 
rumah korban, yang mana 1 jam sebelumnya terdakwa 
sempat mengintip korban Caya dan suaminya (saksi 
Iwan) melakukan hubungan suami isteri hingga keduanya 
selesai dan tertidur pulas di dalam kamar tersebut, lalu 
terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya 
setelah mengintip adegan tersebut, secara perlahan-lahan 
masuk ke dalam kamar tempat dimana korban Caya dan 
suaminya tertidur pulas, kemudian terdakwa menangkap 
selimut yang dipakai oleh korban Caya hingga ke 
perutnya. Lalu terdakwa membuka resleting celananya 
sambil terdakwa meraba-raba vagina dan buah dada 
korban Caya. Setelah itu terdakwa memasukkan alat 
kelaminnya ke dalam vagina korban Caya dimana tangan 
korban menutup mulut korban sambil terdakwa 
mendorongkan alat kelaminnya maju mundur, karena 
merasa sakit pada vaginanya dan tangan yang menutup 
mulutnya dengan keras maka korban Caya berteriak 
berusaha bangun dan memberontak, berusaha 
melepaskan tangan terdakwa yang menutupi mulut 
korban Caya. Pada saat berhasil melepaskan tangan 
terdakwa, Korban Caya langsung memegang kaki 
terdakwa sambil korban berteriak-teriak, hingga akhirnya 
terdakwa diamankan oleh suami korban dan mertua 
korban Caya. Akibat perbuatan terrdakwa, korban Caya 
Binti Nanong mengalami rasa sakit dan luka-luka 
sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357/65/III/RSU, 
tanggal 14 maret 2012. Perbuatan terdakwa Rahman Bin 
Dg. Beta tersebut sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 1 ke 1 UU RI 
No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
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3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 
 
Berdasarkan dari fakta-fakta yang ada di persidangan, maka 
Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ; 
MENUNTUT 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 
a. Menyatakan terdakwa RAHMAN Bin DG. BETA bersalah 
melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan melanggar Pasal 285 Ayat KUHP Jo Pasal 
1 Ayat (1) ke-1 UU RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa 
RAHMAN Bin DG. BETA berupa pidana penjara 5 (Lima) 
Tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam 
tahanan sementara. 
c. Menetapkan agar barang bukti berupa ; 
1 (satu) lembar sarung kecil motif kotak-kotak dengan warna 
hijau putih. 
Dikembalikan kepada pemiliknya. 
d. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah). 
 
4.  Analisis Penulis 
Surat dakwaan merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut 
Umum untuk menyusun sebuah surat tuntutan dan merupakan 
dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 
pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, 
Penuntut umum dituntut untuk mengaplikasikan ilmunya sebagai 
sarjana hukum dalam pembuatan surat dakwaan tersebut, bukan 
saja keahlian di bidang hukum pidana formil tapi juga mengenai 
hukum pidana materiil seperti unsur-unsur dari perbuatan yang 
akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak. 
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Dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang 
harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut 
terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang dirumuskan 
sebagai berikut : 
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani serta berisi : 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, 
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
pekerjaan tersangka; 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan 
waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
Antara point a dan b tersebut di atas, syarat yang terpenting 
yang harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum 
adalah syarat yang ada di point b karena apabila syarat yang ada di 
point tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan akan batal demi 
hukum atau Van Rechtswege nieting. 
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pada dasarnya 
menentukan bahwa surat dakwaan itu harus berisi (Lamintang dan 
Theo Lamintang, 2010:306) : 
a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa; 
b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya 
tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa; 
c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat 
dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa atau para terdakwa. 
 
Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, menurut Penulis 
bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum 
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telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP, yang dalam hal ini selain memenuhi unsur dalam Pasal 
143 ayat (2) poin a, poin b juga terpenuhi, dalam surat dakwaan, 
Jaksa Penuntut Umum menguraikan secara jelas mengenai 
kronologis dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktu dan 
tempat kejadian perkara. 
Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum 
tersebut, jaksa menggunakan dakwaan subsidair, yaitu pertama 
primair Pasal 285 KUHP jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 tahun 1997 
Tentang Pengadilan anak, subsidair Pasal 286 KUHP jo pasal 1 ke-
1 UU RI No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, lebih subsidair 
Pasal 289 KUHP jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 tahun 1997 Tentang 
gadilan Anak. 
Kemudian, dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut 
Umum berpendapat bahwa unsur pasal yang terpenuhi dalam 
dakwaannya tersebut adalah dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 
285 KUHP jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak. 
Berdasarkan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para 
penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum nomor: PDM-110/W.PONE/04/2012 dan 
diterapkan dalam putusan nomor: 161/Pid.B/2012/PN.Watampone 
ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP, 
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yakni Pasal 285 KUHP jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak. 
Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil 
pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam 
persidangan. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal-
pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa Rahman Bin 
DG.Beta dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti 
bahwa terdakwa melanggar dakwaan pertama yakni, Pasal 285 
KUHP jo Pasal 1 ke-1 UU RI No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis 
menarik kesimpulan sebagai berikut : Pertimbangan Hakim terhadap 
kasus tindak pidana  pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dalam 
Putusan No.161/Pid.B/2012/PN.Watampone 
1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku dalam perkara putusan Nomor : 161/Pid.B/2012/PN.Wtp 
telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para 
saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya 
pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan, laporan kemasyarakatan serta memperhatikan 
Undang-Undang Pengadilan Anak yang diperkuat dengan 
keyakinan hakim. 
2. Penerapan sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana 
pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan 
No.161/Pid.B/2012/PN.Watamopne telah sesuai dengan ketentuan 
pemidanaan anak yang berdasarkan UUPA yaitu penjatuhan sanksi 
berupa pidana penjara yang lebih ringan dari hukuman orang 
dewasa yakni separuh dari maksimal hukuman orang dewasa, 
serta pasal yang didakwakan penuntut umum telah sesuai dan 
perbuatan terdakwa yang terbukti melanggar pasal 285 KUHP jo. 
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Pasal 1 ke-1 undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan 
anak karena antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling 
mencocoki.  
B. Saran 
1.  Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun 
surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi 
hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga 
harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan 
baik, bukan hanya hukum secara formiil, melainkan juga hukum 
secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana 
perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan. 
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua 
alat bukti yang sah ditambha dengan keyakinan hakim. Hakim 
harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada 
saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, 
menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak 
dapat dipidana. 
Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan 
terdakwa pada kasus ini adalah anak, maka sebaiknya dalam 
penanganannya tidak hanya dibebankan pada aparat penegak hukum, 
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tetapi juga perlu mendapat perhatian dari lingkungan sekitarnya dalam 
hal ini: 
1. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama 
bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan 
keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital 
dalam mendidik anak. 
2. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat 
bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-
tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, 
dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar ia 
tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan sesuai dengan tujuan 
penjatuhan pidana yaitu bersifat memperbaiki diri (reclasering). 
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